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PUTUSAN
Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Shy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 November 1995, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Berlian Ismail Marzuki,
SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 1-D
Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04
September 2022 vyang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor
6182/Kuasa/11/2022 tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 November 1991, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

5948/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 05 September 2022 telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan
agama (KUA) , Pada tanggal 03 Oktober 2015, hal ini berdasarkan Kutipan
Buku Nikah Nomor : 0245/015/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tetap
di rumah Penggugat, Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karunia
2 (dua) orang anak yaitu:
1. XXX Umur 6 Tahun;
2. XXXUmur 2 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun (sesuai
dengan tujuan Perkawinan);
5. Bahwa sejak bulan akhir tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
1) Bahwa Tergugat sering Berselisih paham dalam urusan rumah
tangga terhadap Penggugat;
2) Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
3) Bahwa Tergugat tidak ada komukasi yang baik lagi dengan
Penggugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah ranjang 10 bulan;
7. Bahwa anak Penggugat diasuh dengan baik dan dalam pengawasan
Penggugat;
8. Bahwa Penggugat berniat untuk meminta hak asuh anak untuk
kepentingan administrasi KK dan BPJS;
9. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi
sampai saat ini dan sulit di damaikan lagi;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini
Penggugat memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama
Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara
ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan
selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh nya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat XXX terhadap
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Penggugat XXX
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama :
1) XXX Umur 8 Tahun;
2) XXXUmur 2 Tahun
Kepada Penggugat;
4, Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada
Penggugat;
Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan
mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H yang terdaftar di Pengadilan
Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan
gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya telah
mencabut petitum nomor 3 tentang Hadlonah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan
berikutnya telah tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar
hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-daliinya, Penggugat telah
menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0245/015/X/2015 tanggal 03

Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari
keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi:
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1. SAKSI :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Penggugat Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, bernama XXX dan Muhammad Kiano Elfarizgi
Riskandar bin Akmal Riskandar, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam
hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi
sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah
pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan
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Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah
tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada
berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan
Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah
berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H yang terdaftar di
Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan
kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu
terjadi karena Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga
terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat,
dan Tergugat tidak ada komukasi yang baik lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah
maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat
tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya,
maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan
Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi tepatnya awal tahun 2022 di mana Pengugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah
kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing
sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak
keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah
memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil
Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak
harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan
perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya
selama 3 bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap
Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses
persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali
membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai
hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya
dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila
perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah
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dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan
rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga
yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin
beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena
itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri
sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan
saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat
tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain
sughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX) halmana sesuai dengan
pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

wolall ade sl lgzg i) azg il axt, o as aubl I3l
)

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak
satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,
oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 tentang Hadlonah,
dicabut oleh Penggugat, maka Ketua Majelis Hakim tidak perlu
mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua
biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.295.000,00 (satu juta dua
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H.,
M.H.ES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES.
Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses ' Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan ' Rp. 1.150.000,-
Biaya PNBP ' Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah ' Rp. 1.295.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



